PROMOSI PROGRAM KELUARGA BERENCANA :
ERA OTONOMI DAERAH VS ERA GLOBAL[footnoteRef:2] [2:  Makalah disampaikan pada Workshop Perumusan Model Promosi Program Keluarga Berencana di Era Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman bekerjasama dengan Bapermas PKB Kabupaten Banyumas pada tanggal 15 Desember 2016 di Gedung LPPM Unsoed Kampus Unsoed Karangwangkal Purwokerto] 


Dr. Soetji Lestari, M.Si.[footnoteRef:3] [3:  Yang bersangkutan adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed/Jurusan Sosiologi.] 



Pendahuluan
	Berbagai tulisan mengenai Program Keluarga Berencana di Era Otonomi Daerah umumnya memperlihatkan kesimpulan yang relatif sama yakni rendahnya komitmen Pemerintah Daerah terhadap Program Keluarga Berencana. Hal ini antara lain ditandai dengan berbagai isu seperti: rendahnya alokasi anggaran Program KB, hilangnya arah Program KB, program yang dianaktirikan, bukan program strategis (“basah”), program yang melanggar hak asasi manusia, program mati suri, dan lain sebagainya. Dampaknya adalah bahwa laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Indonesia kembali meningkat dari program yang ditargetkan. 
	Sebagaimana diungkap dalam sebuah situs, sebelum diotonomikan, program Keluarga Berencana telah mengalami kemajuan yang pesat di mana peserta Keluarga Berencana dari 26% pada tahun 1980 meningkat menjadi 60,3% pada tahun 2003. Namun setelah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2004 terlihat bahwa selama kurun waktu tahun 2003 -2007), peserta Keluarga Berencana cenderung stagnan, yaitu 61,4% atau hanya 1% kenaikan selama empat tahun. Angka kelahiran yang sebelumnya telah dapat diturunkan dari 5,61 anak per wanita usia subur (tahun 1971) menjadi 2,6 anak per wanita usia subur (tahun 2003), empat tahun kemudian (tahun 2007) angkanya tetap tidak berubah, yaitu 2,6 anak per wanita usia subur. Demikian pula pada tahun 2012, angka kelahiran tetap 2,6. LPP tahun 2000 sebesar 1,45 persen meningkat menjadi 1,49 persen pada tahun 2010.
	”Kejayaan” Program Keluarga Berencana menekan LPP di masa Orde Baru diakui banyak pihak  dan banyak mendapat pujian dari negara lain haruslah diakui. Namun mengikuti gaya promosi program KB di era sebelum Otda tersebut juga tidaklah mungkin untuk era saat ini. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa mengembalikan kejayaaan program KB di masa lalu. Sementara kondisi saat ini menuntut program KB untuk dapat mengendalikan LPP. Makalah ini berusaha untuk mengevaluasi berbagai program KB yang pernah ada sekaligus mencoba mencari alternatif promosi yang bisa dilakukan dengan situasi sekarang.

Pembangunan Kependudukan sebagai Leading Sector dalam Pembangunan Nasional
	Pentingnya dimensi kependudukan dalam Pembangunan Nasional telah diungkap banyak pihak dengan diawali oleh teori Malthus, sejak awal 1800-an. Menurut Malthus bahwa perkembangan penduduk mengikuti deret ukur, sementara produksi pangan mengikuti deret hitung. Hal ini menjadi titik awal dari pemahaman bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengancam kesejahteraan hidup manusia. Meskipun teori ini tidak secara langsung menghasilkan gerakan pengendalian penduduk yang melibatkan negara, namun umumnya praktik keluarga berencana secara tradisional telah banyak dilakukan masyarakat (pasangan usia subur) di Barat pada awal industrialisasi dan praktik tersebut telah secara signifikan menurunkan fertilitas (Darwin, 1996).
	Sementara gerakan kependudukan secara global yang melibatkan negara baru muncul sekitar tahun 1950-an atau 1960-an dengan kemunculan berbagai analisis mengenai ancaman ledakan penduduk dunia yang dapat mengganggu kesejahteraan manusia dan kelangsungan mahluk hidup di bumi. Adalah buku Paul Enrich The Population Bomb (1968) dan artikel Garret Hardin The Tragedy of the Commons (1968)  sebagian dari karya-karya monumental yang menyadarkan manusia akan bahaya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali bagi kesejahteraan manusia dan kelangsungan mahluk hidup. Kemunculan gerakan kependudukan dan keluarga berencana yang konkret muncul setelah dilakukan Konferensi Internasional tentang Hak-hak Manusia di Teheran Iran tahun 1968. Dalam konferensi ini gagasan yang muncul adalah bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menjadi hambatan besar dalam upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Hambatan itu antara lain banyak negara berkembang yang over population memiliki kebijakan melarang penduduknya menggunakan kontrasepsi. Pasca konferensi di Teheran diikuti kemudian dengan Konferensi-konferensi Kependudukan Dunia, yaitu tahun 1974 di Bucharest, tahun 1984 di Mexico City, dan tahun 1994 di Cairo (Darwin, 1996).
	Di Indonesia gerakan kependudukan secara formal dimulai sejak tahun 1970-an dengan cara mempromosikan keluarga berencana (antinatalis) secara ekstensif dan intensif guna menekan LPP. Karya akademis dan monumental mengenai hubungan kependudukan dan pembangunan telah dihasilkan oleh David Penny dan Masri Singarimbun yang membahas hubungan kemiskinan dan tekanan penduduk hasil penelitian si Sriharjo Yogyakarta (Hull, 1996). Karya ini telah menjadi bahan klasik di dalam literatur mengenai Indonesia. Karya ini juga mengoreksi konsep pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan mestinya dimaknai menciptakan kondisi-kondisi untuk merealisasikan human personality. Menurut Dudley Seers (1972), evaluasi pembangunan difokuskan pada tiga kriteria ekonomi yang pada tiga kriteria ekonomi yang saling berkaitan, yaitu reduksi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Kenaikan pendapatan nasional (GNP) tidak serta merta dapat mengurangi ketimpangan (Dwijanto, dkk., 1996).
Pentingnya dimensi kependudukan dalam pembangunan nasional telah disampaikan oleh Tjiptoherijanto (2002). Menurutnya, dimensi kependudukan dalam pembangunan nasional dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu: (1) bagaimana mengintegrasikan aspek kependudukan dalam perencanaan pembangunan nasional dan (2) pembangunan kependudukan itu sendiri. Sisi pertama merupakan penjabaran dari pembangunan berwawasan kependudukan merujuk pada konsep agar perencanaan pembangunan (baca pembangunan ekonomi) harus memperhatikan dinamika kependudukan yang ada. Sementara sisi kedua lebih merujuk pada bagaimana membangun penduduk itu sendiri agar dapat menjadi pelaku-pelaku pembangunan yang andal. Dalam hal ini bagaimana mengendalikan pertumbuhan penduduk, mengarahkan mobilitas penduduk, meningkatkan kualitas penduduk dan didukung dengan sistem informasi kependudukan yang andal melalui penataan administrasi kependudukan. 
Menurut Tjiptoherijanto (2002) beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa kependudukan merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, antara lain adalah: Pertama, kependudukan, atau dalam hal ini adalah penduduk, merupkan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan kata lain penduduk harus dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan tersebut dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. Kedua, keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan nasional. Melalui program pengendalian pertumbuhan penduduk telah berhasil melakukan ‘saving’ untuk bebagai pengeluaran bagi penduduk Indonesia. Pengeluaran tersebut dialihkan kepada program lain yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas penduduk seperti kesehatan dan pendidikan. Ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang tersebut, seringkali peran penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. Sebagai contoh, beberapa ahli kesehatan memeperkirakan bahwa krisis ekonomi dewasa ini akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seseorang pada 25 tahun ke depan atau satu generasi. Tidak diindahkannya dimensi kependudukan dalam kerangka pembangunan nasional sama artinya dengan “menyengsarakan” generasi berikutnya.
	Indonesia, tidak selang jauh dari konferensi kependudukan dunia yang pertama di Teheran telah melakukan gerakan kependudukan yang berhasil melalui Program KB dan Program Transmigransi. Program KB yang mulai dilaksanakan sekitar tahun 1970-an, yakni pada awal pemerintahan Orde Baru. Di bawah pemerintahan Orde Baru, gerakan kependudukan di Indonesia berhasil menekan LPP

Mengenang Kejayaan Program Kependudukan Sebelum Era Otda
	Program kependudukan melalui Program KB  sebelum Era Otda, khususnya pada era Orde Baru, harus diakui memiliki sistem kinerja yang all out, mulai dari kelembagaannya, SDM yang mengelola, anggaran, maupun promosi yang intensif (dan cenderung represif). Masih terbayang dalam benak kita bagaimana pada tahun 1980 – 90an, lagu dan iklan KB mewarnai media televisi kita, khususnya di TVRI. Rumah-rumah dipasang stiker KB, kemudian atap rumah (genteng), terutama di desa-desa, ditulis NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera). Pegawai BKBN hanya boleh memiliki dua anak saja, sementara kalau lebih maka kariernya akan terhambat. Petugas KB dibekali motor yang khas untuk keliling desa-desa. Di satu sisi keberadaan petugas KB ini dianggap tidak berfungsi sebagai motivator melainkan sebagai petugas yang represif yang mengejar target jumlah akseptor, dalam hal ini umumnya adalah perempuan pasangan usia subur (PUS). Banyak cerita pilu yang mengiringi para perempuan yang menjadi sasaran kejar target akseptor ini. Misalnya efek kesehatan (pendarahan yang berkepanjangan) karena tidak cocok penggunaan alat kontrasepsi yang dipaksakan atau kisah-kisah pilu lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Darwin (1996), gerakan keluarga berencana telah menjadi faktor eksternal yang membelenggu perempuan atau pasangan dan gerakan KB menjadi kehilangan basis moralnya.
	Sementara program kependudukan lain yang juga menjadi sorotan pada masa orde baru adalah program transmigrasi. Program ini dianggap hanya program yang dipaksakan karena transmigran umumnya hanya tertarik pada insentif yang diberikan. Setelah insentifnya habis, mereka akan kembali ke kampung halaman. Kritik lain terhadap program mobilitas penduduk untuk pemerataan ini adalah ”pemindahan paksa  orang-orang miskin” dengan kualitas SDM yang rendah dari Jawa ke Luar Pulau Jawa, bukan pemerataan tenaga kerja yang potensial sebagai esensi dari program transmigrasi.
	Tidak dapat dipungkiri Indonesia memang menghadapi masalah kependudukan yang menyangkut LPP dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Jawa yang hanya memiliki luas 6 persen harus menampung sekitar 60 persen penduduk Indonesia, sehingga program kependudukan memang kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari masalah kependudukan tersebut. Apalagi kependudukan memiliki keterkaitan yang strategis dengan pembangunan.
Melalui program transmigrasi ini kita juga melihat bagaimana kelembagaan yang mengatur berjalan dinamis sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada.  Sebagaimana yang disampaikan oleh pakar demografi UI, Tjiptoherijanto, Program transmigrasi pada awalnya lebih dilihat oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja pada daerah-daerah yang jarang penduduknya. (Kalau melihat sejarah transmigrasi, program ini sudah dilaksanakan sejak jaman penjajahan Belanda). Dalam terminologi ilmu kependudukan model seperti ini sering disebut sebagai kebijakan perpindahan penduduk yang langsung (direct policy). Mengingat jumlah penduduk yang dipindahkan makin lama makin banyak maka pemerintah kemudian memandang perlu mengembangkan suatu institusi yang khusus menangani masalah pemindahan penduduk tersebut, sehingga munculah kelembagaan transmigrasi. Kelembagaan yang mengurusi transmigrasi ini mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan konsep transmigrasi yang dianut pada kurun waktu tertentu. Pada awalnya program transmigrasi dikaitkan dengan isu ketenagakerjaan dan upaya membina para transmigran agar menjadi pelaku-pelaku ekonomi di daerah tujuan dan oleh karenanya dibentuklah kelembagaan Transkopemada dan kemudian menjadi Nakertranskop. Namun sebagaimana dikemukakan terdahulu karena jumlah penduduk/keluarga yang perlu dipindahkan makin lama makin besar, maka dirasakan perlu adanya kelembagaan khusus yang menangani masalah pemindahan ini sehingga munculah institusi Departemen Transmigrasi yang sebelumnya berbentuk Kantor Menteri Muda Transmigrasi.
Dalam perkembangan selanjutnya, sebagaimana program Keluarga Berencana, program transmigrasi banyak menimbulkan pro dan kontra dengan berbagai alasan. Hal ini antara lain pandangan bahwa program ini tidak efisien dan kurang berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan penduduk. Beberapa pihak memandang bahwa program pengarahan penyebaran penduduk lebih baik dilakukan secara tidak langsung (indirect) melalui pengaturan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daripada mengembangkan kebijakan langsung (direct). Di dalam institusi transmigrasi sendiri berkembang kerangka pikir bagaimana mengkaitkan program ini dengan pembangunan daerah. Karena itulah institusi transmigrasi kembali dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan (Tjiptoherijanto, 2002).
Apa yang disampaikan oleh Tjiptoherijanto tersebut adalah bagaimana kelembagaan dan kewenangan mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan prioritas daerah. Tidak kalah penting faktor lain adalah cara pandang masyarakat terhadap sebuah program juga akan berpengaruh terhadap kelangsungan program itu sendiri. Menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru, bersamaan dengan munculnya perubahan cara pandang terhadap gerakan kependudukan, khususnya Program KB. Hal ini juga dipicu oleh hasil Konferensi  Internasional Kependudukan  dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 di Kairo yang mengkritisi praktek Program KB yang selama ini berjalan sehingga terjadi perubahan paradigmatik  dari Program KB ke Pendekatan Kesehatan Reproduksi (lihat Dwijanto, dkk., 1996). Pendekatan Kespro dianggap lebih humanis tidak semata-mata demographic oriented, terutama kepada kaum perempuan yang selama ini dianggap sebagai korban objek program KB. Pendekatan Kespro muncul bersamaan dengan berakhirnya pemerintahan Orba, sehingga pelaksanaan Kespro juga belum optimal karena pemerintahan sedang mengalami sedang mengalami krisis. Lembaga yang mengatur program ini juga mengalami dinamikanya tersendiri.
Mencari Model Promosi Program Keluarga Berencana di Era Otda dan Global
	Sidang Ke-49 Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (Commission on Population and Development/CPD) diselenggarakan di New York pada tanggal 11-15 April 2016. Sidang tahun ini mengangkat tema Strengthening the demographic evidence base for Post-2015 Development Agenda. Misi atau tugas utamanya dari konferensi adalah  menindaklanjuti program aksi yang diamanatkan International Conference on Population and Development (ICPD).
	Ini artinya bahwa promosi program KB di Indonesia  melanjutkan dan menguatkan amanat program ICPD di Kairo tahun 1994 dan Program MDGs dan SDGs melalui pendekatan Kesehatan Repoduksi. Program Generasi Berencana (GenRe) Goes to Campus (School) sebenarnya sudah pas dengan amanah CPD di New York, tinggal bagaimana penguatan dan keberlanjutannya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. 
	Kehadiran PIKMA semoga tidak sekedar papan nama, melainkan ada nafas dan semangat geliat generasi muda untuk menyadari pentingnya gerakan kependudukan melalui pendidikan kesehatan produksi. Generasi muda perlu diingatkan akan bahaya dan dampak ledakan penduduk yang akan mereka rasakan di hari kemudian. Diharapkan mereka bisa memahami bagaimana Indonesia yang kaya akan sumber daya alam besar kemungkinan tidak akan bisa mereka nikmati dengan baik, bukan saja karena harus dikuras dan dibagi untuk penduduk yang demikian banyak melainkan juga menjadi incaran negara-negara lain melalui proxy war yang tidak kita sadari (Nurmayanto, 2016). Ancaman krisis energi telah menjadi sumber konflik di berbagai negara. Indonesia dengan penduduk terbesar ke empat di dunia telah menjadi pangsa pasar industri. Kemudahan memiliki sepeda motor maupun mobil pribadi keberadaannya telah mengalahkan pertumbuhan penduduk, yang dampaknya bagaimana ketersediaan bahan bakar minyak harus dikuras. Belum lagi dampak kemacetan yang saat ini dirasakan.
Dalam konteks inilah generasi muda harus banyak diajak berdialog untuk melihat permasalahan bangsa yang bersumber dari dimensi kependudukan. Dialog bisa memanfaatkan kemajuan teknologi media sosial (facebook, WA, line, instagram dan lain sebagainya). PKB dan PLKB diharapkan juga menguasai teknologi medsos untuk membangun jaringan dengan masyarakat luas.
Pendekatan Kespro di Era global telah mengajarkan kebebasan dan hak-hak individu serta mengedepankan HAM. Namun mereka juga perlu memahami adanya permasalahan bersama yang harus dihadapi bersama, yakni dampak dari ledakan penduduk terhadap masa depan generasi muda. 
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